
I 
BUPATI LEBONG 

PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 16 TAHUN 2021 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMER1NTAH KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah 
dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai 
ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah 
dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomo,r 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata 
Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Lebong tentang Tambahan Penghasilan 
Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahaan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentan 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahi g 
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Inda ~g 
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran neSia 
Republik Indonesia Nomor 4349); Negara 



4. Undnng-Undang Nomor Tnhun 2004 

Perbendahamnn Ncgarn (Lemhnrnn Ncl(1un 

lndonesiR TAhun 2004 Nomor 5, Tnmhnhnon 

Negara Rcpublik lndoncsin Nomor 4355); 

tnntnng 
Rcpuhlll< 

Lcmbarnn 

S. Undnng-undang Nomor 33 THhun 2004 tuntang 

Perimbangnn l(euangan Antnm Pcmcrintnh Puent dnn 

Pemcrintnhan Dncroh (Lembnran Ncgnrn Rcpubllk 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tnmbahan Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tcntang 

I<eterbukaan lnformasi Publik (l.,cmbnran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambnhan Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Alas Undang

Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

20 14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

10. 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pem.~rintah ~omor 7 Tahun 1977 tentang 

Pengaturan GaJ1 Pegawru Negeri Sipil (Lembaran Ne 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tamb ghara 
. , a an 

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana tel~ diubah beberapa kali terakhir den a~ 

Peraturan Pemenntah Nomor 15 Tahun 2020 t g 

Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan p e~tang 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengaturan G .7menntah 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Ind a.Jl. Pegawai 

2020 Nomor 43); onesia Tahun 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 5135); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Alas Pera luran Pemerinlah Nomor 18 
Tahun 2016 tenta ng Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Evaluasi Jabatan; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun ?.01 3 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1636); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
N~~enklatur Jabatan ~elak~a Bagi Pegawai Negeri Sipil 
d1 Lmgkungan Instans1 Pemenntah(Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

19. Peraturan _Menteri dalam . Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang S1stem Infonnas1 Pemerintahan Daerah (B · 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114). enta 



I 

Menctnpknn 

20, l(oput11H1111 Mcnlnl'I IJ11l11m N,~gcrl Nomor ')CJ0-/4700 Tahun 
'.J.O:>.O lt!l\l11t1R '1'11111 C11rn P,:rncl11J1111n M<:nl.cri r>Hl11m Negerl 
'l'nrhndnp Tnmlmhnn l'<mHIH1111l1111 l'tJw1wnl Apnrntur Slpll 
NcRnm di Llt1Rl<llnRun Pmm:rl11111h D,u:ruh; 

1.1. Pcr11lun111 Dnornh K11hup11tcn Lcbong Nomor 10 Tohum 2016 
t:cntnnR Pcmhcnlulrnn dnn Sununnn fJcrungkat Daerah 
(Lcmbnrnn Dncrnh l<nhupnlcn L<!l>nng Tnhun ?.016 Nomor 
10). 

22. Pcrnlunrn Dacrnh lfobupnlcn Lcbong Nomor 8 Tahun 2020 
Lcnt'ang Pol<0l<•polcok Pcngclolaan Keuangan Daerah 
(Lcmbarnn Dacruh Kubupat·cn 1_.chong Tahun 2020 Nomor ). 

MEMUTUSl<AN : 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASIL/\N PEGAW/\I BAGI PEGAWAI NEGERI SIPfl., DI 
LINGKUNGAN PEMER1NTAH KABUPATEN LEBONG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pt:111eri11Lah Dacrali 1:u.lalah Pemerinlah Ka\Jupa.Len Lebong. 
2. Bupati ada]ah Bupati Lebong. 
3. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD 

adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong. 
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut 

APDD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Kabupaten Lebong. 

5. Pegawai Negeri SipiE yang selanjutnya disebut PNS adalah 
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri 
Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lebong. 

6 . Jab::it::in Pimpino.n Tinggi Pratama adalah sekelompok 
jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Lebong. 

7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

8. Jabatan Fungsional tertentu adalah sekelompok jabatan 
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi 
fungsi dan tugHs pelHks,mHHn kegi~t,m pelayanan publik 
serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan. 

10. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu 
ja~at~ secara ~istematis den~an menggunakan kriteria
kntena yang d1sebut sebagai faktor jabatan terhad 
informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai · b ap 
dan kelas jabatan. Ja atan 
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11. Nilai Jabatan adalah akumulasi point faktor evaluasi jabatan 
struktural maupun jabatan fungsiona] yang digunakan 
untuk menentukan kelasjabatan. 

12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun 
jabatan fungsional dalam satuan Organisasi Perangkat 
Daerah yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran 
tunjangan kinerja. 

13. lndeks Harga Nilai Jabatan selanjutnya disingkat IHNJ 
adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai 
jabatan. 

14. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk 
mencari keseimbangan perbandingan tunjangan kinerja 
Pegawai Negeri kelas tertinggi dengan tunjangan kinerja 
Pegawai Negeri kelas terendah. 

15. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP 
adalah Tambahan yang dibcrikan kcpada PNS dan CPNS 
yang dikaitkan dengan Penilaian kehadiran dan kinerja. 

16. Indikator kinerja adalah proses pengukuran kinerja 
berdasarkan tingkat kehadiran dan pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil. 

17. Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara 
berjenjang oleh setiap atasan Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan jabatan di Organisasi Perangkat Daerah. 

18. Satu masa penilaian adaJah satu masa penilaian kinerja 
yaitu selama 1 (satu) bulan. 

19. Cuti adalah kondisi Pegawai tidak masuk kerja yang 
diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 

20. Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja 
karena alasan kesehatan. 

21. lzin adaJah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja 
k.qrenr\ al-tsan kepP.rlwm prihacii .qtau kelu<'lrga berdasarkan 
persetujuan atasan langsung, dan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

22. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk 
bekerja tanpa memberikan alasan yang sah. 

23. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis 
dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan 
langsung. 

24. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan 
oleh Pegawai pada jam masuk dan pulang bekerja baik 
secara elektronik dan manual. 

25. Terlambat _Masuk Bekerj_a. adalah Pegawai yang mengisi 
Daftar Hadir yang meleb1h1 ketentuan jam masuk bekerja 
yang telah ditentukan. 

26. Pu.Jang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir 
s7belum ketentuan jam pulang bekerja yang telah 
d1tentukan. 

27. PerjaJanan 
perjalanan 
kabupaten. 

Dinas adalah Pegawai yang melakukan 
kedinasan baik di dalam maupun di luar 



28. Hukuman Disiplin adnlnh hukumon yRng dijatuhkan kepada 
Pegnwai knrcnn mclonggnr l<clcnluRn disiplin Pcgawai Negeri 
Sipil. 

29. Bnnding Aclministrnlif ndnlnh upRya acJmlnlstmt·if yang da pat 
ditcmpuh olch Pegnwai yang lidok puns terhacJap hukuman 
disipli11 l>cruµn pcmuerhentitrn dcngan hormat tidak atas 

µcrmintaan scnctiti. 
30. LA.µoran Kincrja Pcgawai adRlah laporan kcgia~n yang 

dilnkukan olch sctiap Pegawai yang dibuat hanan yang 
digunakan scbagai snlah satu dasar pembayaran TPP. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

( J) Pemberian TPP dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan 
Pegawai atas apresiasi terhadap kincrja dan disiplin ~ang 
tinggi dan penuh rasa tanggung jawab telah mengabd1kan 
diri terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten 

Lebong. 
(2) Pemberian TPP bertujuan : . 

a. Meningkatkan motivasi dan produktivitas kinerja Pegawai; 

dan 
b. Wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menjarnin 

kesejahteraan Pegawai atas apresiasi terhadap disiplin dan 
kinerja yang tinggi. 

BAB III 
PRINSJP PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI 

Pasal 3 

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP 
mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, 

kepatutan, dan keadilan; 
2. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3. Proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP 

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
pegawai; 

4. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pernberian TPP 
sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai 

dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan; 

5. Keadi1an dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP 
harus mencerminkan rasa kead ilan dan kesamaan untuk 

mempc~olch kcscmpatan akan fungsi dan peran sebagai 
pegawa1 PNS; 

6. K~sejahteraan, dim~s~dkan bahwa pemberian TPP 
d1arahkan untuk menJamm kesejahteraan PNS· 

7. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberi~ TPP b . 
h ·1 ti' a1· · se agai 

as1 op m isas1 pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah. 

! I 
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BAB IV 
PENETAPAN l<ELAS JABATAN 
DAN FAKTOR PENYEIMBANG 

Pasal4 

(1) Besaran TPP dibedakan dengan mempertimbangkan kelas 

jabatan, lndeks Kapasitas J?iskal Daerah, Indeks Kemahalan 

Konstruksi, dan Kemajuan Keberhasilan / Capruan lndeks 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
(2) Penetapan kelas jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan 

berdasarkan evaluasi jabatan dengan mempertimbangkan 

ruang lingkup dan dampak, pengaturan organisasi, 

wewenang penyeliaan dan manajerial, hubungan personal, 

kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dan kondisi lainnya. 

(3) Penetapan Kelas Jabatan untuk Staf Ahli, Jabatan 

fungsional dan Pelaksana dilakukan berdasarkan evaluasi 

jabatan dengan mempertimbangkan pengetahuan yang 

dibutuhkan, pengawasan penyelia, pedoman, kompleksitas, 

ruang lingkup dan dampak, hubungan personal, tujuan 

hubungan, pcrsyaratan fisik dan lingk-ungan pckerjaan. 

(4) Penetapan Kelas Jabatan, Harga Jabatan, dan Besaran TPP 

bagi Pegawai sebagrumana tercantum dalam Lampiran I, dan 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BABV 
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI 

PasalS 

(1) Kriteria pemberian TPP adalah : 
a. TPP berdasarkan Beban Kerja; 
b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja; 

c. TPP berdasarkan Tempat Bertugas; 
d . TPP berdasarkan Kondisi Kerja; 
e. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; 

f. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya· dan 

g. TPP berdas~kan Kernampuan Keuangan Daerah. 

(2) Kom~o~en vanabel pengungkit Besaran TPP adalah : 
a. Opm1 Laporan Keuangan; 

b. Laporru! Penyelenggru·aan Pemerintah Daera11 (LPPD)· 
c. Prestas1 Kerja Pemerintah Daerah· ' 

d . Rasio BeJanja Perjalanan Dinas; d~ 

e. Indeks Refonnasi Birokrasi Pemerintah D ah 

(3) Rasio penetapan besaran TPP adalah seb::: 60 o 

puluh perscn) Disiplin dan 40 o/c ( 1/o (enam 
kinerja. 

0 empat puluh pcrsen} 

(4) Besamya TPP untuk Calon Pegawai Ne eri . . . 
(delapan puluh perseratus) dari besaran ~pp S1pil ~rut~ 80% 

Yang d1tenma. 



OAO VI 
TIM P/•;LAl<SANAAN TPP 
f>l~MEJ~INTAJ I OMERAI f 

Pnsnl G 

(I) Dnlnm pclnl<sRnAnn Pcrnhcrinn TPP, Pcmcrintah Uaerah 

mcmbcnlul< Tim TPP Pcmcrinlnh Dacrah. 

(2) Tim pclnksnJHlAn TPP Pcmcrin lah Dacrnh schagaimana 

din1Aksud pndn nynt (I) clil<eluni oleh Sckrctaris Daerah serta 

sckunrng-kurnngnyn tcrdiri dari unsur perangkat daerah 

ynng mcmbiclnngi, nntnrn luin : 
a. pcngelolnnn kcunngan daerah bertugas melakukan 

pcrhitungnn tcrlrnit pcnganggaran TPP Pcgawai; 

b. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan 

indeks penyelcnggarnan pemerintahan daerah serta 

mengidenlifikasi jabata n-jabalru1 yang ma.suk dalam 
kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, 
kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif 

lainnya; 
c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan 

pcmangk-u jabatan bcrdasarkan masing-masing kclas 

jabatan; 
d. hukum menyusun perkada TPP sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tentang pembentukan 

produk hukum daerah; 
e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran 

terkait TPP; dan/atau 
f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan 

pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(3) Tim pelaksanaan TPP Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong 

rnengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah ke 

dalam kriteria TPP Pegawai pada TPP berdasarkan beban 

kerja, prestasi kerja, ternpat bertugas, kondisi kerja dan 

keJangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya. 

(4) Ketentwrn lebih lanjut mengemti Tim PelakAAmum TPP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

Pasal 7 

(1) Kinerja dinilai berdasarkan atas tingkat kehadiran dan 

pelaksanaan tugas fungsi sesuai Renstra dan Renja serta 

perilaku setiap hari. 

(2) Indikator ?ngkat kehadira~ sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), didasarkan ata~ tmgk~t kehadiran Pegawai dalam 

melaksanakan tugas set1ap han, berdasarkan absensi at 

daftar hadir yang dihitung secara kumu1atif satu bulan au 

(3) ~~di;:to~ pelaksanaan tu~as dan fungsi sebagaimana 

1m su pada ayat (1), d1dasarkan atas Laporan Ki • 
Pegawai kumulatif setiap bulan. neIJa 



(4) Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), dibuat menggunakan Apllkasi SlKJ\P (SiRtcm lnformasi 

Kinerja Apnratur). 
(5) Laporan Kinerja yang telah dipcriksa dan disctujui oleh 

atasan langsung dan Kehadiran yang telah diperiksa dan 

disetujui oleh Dinas Komunikasi, lnformasi, Statistik dan 

Persandian selanjutnya diverifikasi oleh BKPSDM selambat

lambatnya tanggal IO (sepuluh) setiap bulannya. 

BAB VIl 

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAl 

Pasal 8 

(1) TPP diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lebong yaitu : 
a. PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 

Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu 

dan Jabatan Pelaksana. 
b. CPNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dan 

Jabatan Pelaksana. 
(2) Jabatan F'ungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) tidak tennasuk Jabatan Fungsional tertentu di 

Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Lebong, yaitu Tenaga Pendidik dan Pengawas. 

(3) Pegawai diberikan TPP setiap bulan sesuai dengan 

kemarnpuan h'.euangan Daerah, selain penghasilan menurut 

peraturan perundang-undangan. 

PasaJ 9 

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ti<lak diberikan 

kepada : 
a. Pegawai Instansi yang nyata-nyata tidak melaksanakan 

tugas/ja batan/pekerjaan tertentu pada lnstansi tersebut; 

b. Pegawai Instansi yang diberhentikan untuk sementara 

atau dinonaktifkan; 

c. Pegawai Instansi yang diberhentikan dengan honnat atau 

tidak dengan honnat; 

d. Pegawai Instansi yang diperbantukan/dipekerjakan pada 

Badan/Instansi lain di luar Jingkungan Instansi· 

e. Pegawai yang menjadi Pejabat Negara; ' 

f. Pegawai yang diangkat menjadi komisioner atau anggota 

lembaga non struktural; 

g. Pega_w~ yang ditahan oleh pihak yang benvajib karena 

menJad_i tersangka tindak pi?ana sampai dengan putusan 

pengad~lan yang ~empunyai kekuatan hukum teta . 

h. Pegawa1 yang d1berhentikan dan sedan m P: 

banding _administra_tif kepada Sadan g Per~:\~kan 

Kepeg~wa.ian yang tidak diizinkan masuk beke • gan 

menga.,ukan gugatan kepada Pengadilan T taIJa atau 

Negara; a Usaha 



1. Pegawai yang sedang menjalani cuti besar atau cuti 
diluar tanggungan Negara; 

J. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar; 
k. Pegawai yang dijatuhi sanksi hukuman cJisiplin tingkat 

berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010;dan 

I. Pegawai yang tidak membuat dan/atau mengisi Laporan 
Kinerja Pegawai. 

BAB VIII 
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

PasaJ 10 

Pengurangan TPP diberikan kepada : 
1. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, m~ 

diberikan pengurangan TPP Sebesar 5 % (lima persen) dan 
rasio persentase disiplin untuk tiap 1 (satu) hari tidak 
masuk kerja tanpa keterangan. 

2. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka 
diberikan pengurangan TPP Sebesar 2 % (dua persen) dari 
rasio persentase disiplin untuk tiap 1 (satu) hari tidak 
masuk kerja dengan keterangan (izin) yang telah disetujui 
atasan langsung. 

3. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, tidak 
diberikan pengurangan TPP untuk Pegawai yang tidak 
masuk kerja karena izin sakit dengan melampirkan surat 
keterangan sakit dari Dokter atau Bidan, maksimal izin sakit 
diberikan selama 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang selama 
3 hari, pada hari berikutnya akan diberikan pemotongan 
sebesar 1 % (satu Persen) dari rasio persentase disiplin. 

4. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada pagi hari dan 
setelah jam istirahat pada bulan berjalan, maka diberikan 
pengurangan TPP sebagai berikut : 
a. Terlambat r : 1 menit s.d. < 30 menit, persentase 

pengurangan 0,5 %; 
b. Terlambat II : 3 I menit s.d. < 60 menit, persentase 

pengurangan I %; 
c. Terlambat III : 61 menit s.d. < 90 menit, persentase 

pengurangan 1,25 %; dan 
d. Terlambat IV : ~ 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir 

masuk ke1ja, persentase pengurangan 1,5 ~o. 
5. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya (PSW) pada 

bu]~ berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai 
benkut: 
a. PSW I : 1 menit s.d. < 30 menit, persentase penguran an 

0,5 %; g 

b. PSW II : 31 menit s.d. < 60 menit, persen tase 
pengurangan 1 %; 

c. PSW III : 61 menit s.d. < 90 menit, perse t 
pengurangan 1,25 %; ctan n. ase 

d. PSW IV : .'?. 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir 
pulang keIJa, persentase pengurangan 1 5 <¾ 

' o. 



6· Bagi ln9 r~nsi tertcntu dcngnn perlimhAngan : 
n. Pekcqnnn ynng lcblh mcnunt.u t kcmampuan 

kepcn_1impinnn dnn mnnnjcrlnl; 
b. Pekt'qnm1 ynng lcbfh mcnuntut pcmll<lrnn yang luaH dan 

mendnlnm (komprchcnsiij; 
c. Pekc1:jann .vnng lebih menuntut kemampuan pcnga wasan 

(supcrvisi); 
d. PekcrjAnn ynng lebih mcnuntut lceahlian teknis; dan 
e. Pcketjann ynng menuntut kemampuan khusus dan 

tertentu. 
Dolam hal pemberian den penguranga n TPP da pa l dia lur 
lcbih lanjut dcngan Pernturan lnstansi masing-masing. 

7. Pegawai yang mcnjala ni cuti alasf\n penting yang dibuktikan 
dengan Surat Cuti da ri BKPSDM untuk waktu paling lama 7 
(tujuh) hari kerja tidak dila kukan pemotongan TPP d~ 
untuk hari bcrikutnya dikcnakan pcmotongan rrr pcgawru 
sebesar 5 % (lima persen} dari rasio persentase clisiplin 
untu k tiap 1 (satu} hari tidak masuk bekerja. 

8. Pegawai yang tidak mengikuti kegiatan daerah dianggap 
tidak melaksanakan kinerja pada hari tersebut, dan 
dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh 
persen). 

Pasal 11 

(1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disip!in Tingkat Ringan dan 
Sedang dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut: 
a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa : 
1) teguran lisan , rlikenakan pe.ng11r<1 ngan iPP sebesar 10% 

(sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan; 
2) teguran tertu1is, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% 

(lima belas persen) seJama 2 (dua) bulan; dan 
3) pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan 

pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) 
selama 3 (tiga) bulan. 

b. Pega\vai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa: 
1) penundaan kenaikan gaji berkaJa selama 1 (satu) tahun 

dikenakan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh 
persen) selama 5 (lima) buJan; 

2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 
dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh 
lirna persenJ selarna 6 (enam) bulan; dan 

3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 
(s_atu) tahun dikenakan pengurangan TPP sebesar 30% 
(t1ga puluh persen) selama 7 (tujuh) bulan. 

(2) P~ngurangan T~ P sebagaimana dimaksud pad a a at 1 
d1berlakukan ket1ka telah ditetapkannya Hukuman n· ~ 1· ( ) lSlp lil. 



I 
I 

I Pasal 12 

( 1) Dal am ha! pe11, t I· 
d' k d Ja u inn Hukuman Disiplin sebagnlmana 

I imka su dalam PnRnl I I, diajul<nn l<chcrn1nn don 
1u umannya diub I k . d'I k · a 1 ma a fPP yang hcrnangl<utnn 

1 
1 ak ukan penghitungan kembnli scsuni dc11g11n jcnis 

;u uman yang ditetapkan. 
(2) ~ngurangan atau pembayaran kembali TPP scbagnlmann 

dii:naksud pada ayat (I) terhitung mulai l>ulan l>crikutnyR 
SeJak keputusan atas keberatan ditetapkan. 

PasaJ 13 

(I) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan c.lan 
Sedang dikenakan pengurangan TPP sebagaimana dim~~s~d 
dalam Pasal 11, kemudian dijatuhi Hukuman D1s1phn 
kembaJi, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan 
dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut : 
a. pengurangan sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; 

dan 
b. pengurangan kembali sesuai jenjs hukuman disipli~ yang 

berikutnya setelah selesainya pengurangan sebaga1mana 
dimaksud pada huruf a . 

(2) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan ~an 
Sedang dikenakan pengurangan TPP kemud1~ 
ruberhentikan/mengundurkan diri sebaga1 
Pcgawai/mcncapai batas usia pensiun/mcninggal dunia, 
maka pengurangan TPP dinyatakan berakhir pada bulan 
berikutnya. 

Pasal 14 

Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif ke 
Badan Pertimbangan Kepegawaian atas keputusan Hukuman 
Disiplin Tingkat Berat, dan diizinkan untuk masuk bekerja 
kembali, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh 
persen) sampai ditetapkannya putusan Sadan Pertimbangan 
Kepega waian. 

Pasal 15 

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar daerah 
yang m7nye?a?kan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam 
masuk, Jam 1stirahat dan/ a tau jam pulang, tidak dikenakan 
pengurangan TPP. 

(2) Tugas kedinas~ di luar daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)'. harus dmyatakan dengan Surat Perintah Togas. 

(3) Pegawa1 y:mg melaksanakan tugas dinAs dalam d h 
diwajibkan mengisi saJah satu daftar hadir pada J·am aerak, 
· · · ah . . masu 
Jam 1st1r at atau Jam pulang kerja dan untuk · ! 
d~ftar hadir selanju tnya di ban tu opera;or. mengisi 

(4) Dmas DaJam Daerah sebagaimana dimaksud d 
dikecuaJikan untuk daerah vang ditempuh da a ay~t (3) 
tempuh Iebih dari 20 KiJomet~r dengan er:igan Jarak 
kesulitan geografis daerah. , mempertimbangkan 



I 
I PEMBAY BAB IX 

ARAN TAMBAHAN PENOHASJLAN PEOAWAI 

Pasnl 16 
(I) Besaran TPP I' • 

d 
1 

. YAng c 1teruna sctlnp ornng dalom Ralu bulan 
;. a ah totnl bcMrnn TPP ynng 1crcnntum pm.la Aplikasi 

itampan (Sistcm lnfonnasi TnmhAhan Penghrrnilan) . 
(2) T:P YAng diterima schngoimAna dimaksucJ padn ayat ( 1 I 

dikurangi dengan potongan pajak pcnghasilan sesuai dengan 
ketentuan pcrundang-undAngan yang berlaku. 

(3) Besaran TPP yang ditcrima scbagaimana dimaksud. pada 
ayat ( 1) dikurangi dengan pengurangan TPP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal I t, apabila kelentuan PasaJ 11 

berlaku bagi Pegawai dimaksud. . 
0 (4) Pembayaran TPP dilakukan dengan persyaratan setiap OP 

wajib menyampaikan rekomendasi laporan, dokumen, dan 
data sebagai berikut sesuai dengan batas waktu yang telah 
ditetapkan : 

I Pemerintahan Daerah a. Data Laporan Penye enggaraan 

(LPPD); daJ' Intern 
b. Laporan dan Data Sistem Pengen tan 

Pemerintah (SPIP); Instansi 
c. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Pemerin tah (SA KIP); 
d. Laporan Keuangan OPD; 
e. Dokumen Perencanaan; 
f. Data Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 
g. Laporan dan Data Kepegawaian; 
h. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program 

dan Kegiatan; dan 
1. LHKPN dan/atau LHKASN. 

Pasal 17 

( 1) TPP dianggarkan dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dacrah Kabupatcn Lcbong. 

(2) TPP dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) 
bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja. 

(3) Dalam hal bulan berjalan belum dapat dibayarkan, dapat 
dipertimbangkan untuk dibayarkan pada bulan berikutnya 
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

(4) Dalam hal pembayaran TPP bulan Desember yang belum 
dapat dibayarkan pada tahun berkenaan dapat dibayarkan 
pada tahun berikutnya. 

(5) Dalam haJ terdapat perubahan, penyetaraan dan perubahan 
jenjang atau kepangkatan akan diakomodir pada tahun 
berikutnya. 

(6) Perpindahan/Mutas.i pegawai antar Organisasi Perangkat 
daerah dan pe~awai ya?g masuk ke Pemerintah Kabupaten 
Leb~ng. akan d1akomo_dir pada tahun berikutnya dan tidak 
men1ad1 hut,mg Pemenntah Daerah pada tahun berjalan. 



I 
I Pasal 18 

Ba· p 
gi . egawai yang melak 

men~kuti Diktat LEM . sanakan t_ugAs kcdlnasan/<llnas Juar, 
T~knts, Diklat Fu . I IANAS, ~1klat Penjcnjangan, Diklat 
d1berikan TPP. ngaional atau Dllclat Dalarn Jabatan, dapat 

BABX 
JENIS HONORARIUM YANG DAPAT DIBAYARKAN 

DAN TIDAK DAPAT DIBAYARKAN 

Pasal 19 

( 1) TPP dapat diterima atau diberikan kepada Pegawai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, selanjutnya Pegawa~ 
yang bersangkutan dapat juga diberikan Honorarium sesuru 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Jenis Honorarium yang dibayarkan adalah honorarium yang 
diterima atas dasar pekerjaan yang dilakukan diluar tugas 
pokok dan fungsi yang melekat, yaitu : 
a. Honorarium Pengelola Keuangan; 
b. Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa; 
c. Honorarium TAPD; 
d. Honorarium TEPRA; 
e. Uang Makan/Minum Harian; 
f. Uang Lembur Pegawai; 
g. Upah Pungut Pajak dan Retribusi; dan 
h. Honorarium Lainnya karena kekhususannya dan 

diterbitkan melalui Keputusan Kepala Daerah. 
(3) Jenis Honorarium yang tidak dibayarkan adalah hor:iorarium 

Kepanitiaan yang bersifat Internal OPD dan sesuru de1:g~ 
tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Organ1sas1 
terse but. 

BAB XI 
PENCATATAN KEHADIRAN 

Pasa120 

(1) Pegawai wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan Jam 
Kerja serta mengiku ti apel pagi dan apel sore dengan mengisi 
dafta.r hadir elektronik dan/ a tau Aplikasi SIAP (Sistem 
Informasi Absensi Pegawai). 

(2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
di1akukan 3 (tiga) kali yaitu pada waktu masuk kerja, masuk 
setelah jam istirahat dan pada waktu pulang kerja. 

(3) OPD/Unit Kerja yang ti.dak menggunakan Perangkat dan 
sistem pencatatan kehadiran secara elektronik tidak 
diberikan TPP. ' 

(4) Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual 
dilakukan apabila : 



j 

I 
I a. Perangkat d . 

J k an s1stcm 
e e tronilc me 

I 
pcncatatnn kchadiran secara 

Yang dibukt'tgn Rmf kcnJRnl<an ntnu ticJak berfungsi 

l<oniunil<nR· 
1 

<7nfi <lcngnn Bcrltn Acnrn olch Dinas 

l(abupate,; 1ccuo~ ~rmnRf, Stntistllc don Pcrsandian 

b. Pegawai b I g, 
keh d ' e um tcrdnftnr dnlam sistcrn pcncatutan 
Loi 8 _iran sccarn elektronil<; 

c. . <Rsi kcr:ia tidnk mcmungl<inlmn untulc cJif1cdiakan 

d ;•st.em pcncRtAIRn kehndiran secarn elclctronik; dan/atau 

· erJ_ndi bcncana nlRm, non-nlam cJan/atau kcrusakan, 

sehmgga pencatn lun kehacliran clan kepulangan t idak 

dapat dilakuknn sebagRimann mestlnya. 

e. Bagi Ajudan dan Supir Pejabat Negara yang ditetapkan 

dengan l(eputusan Bupati. 
(S) Apabila terdapat unsur kesengajaan terhadap kerusakan 

Pcrangkat dan sistcm pcncatatan kchadiran secara 

elektronik sebagaima na dimaksud pada ayat (4) huruf a, 

merupakan tanggung jawab OPD/ Unit Kerja yang 

bersangkutan, dan TPP OPD/Unit Kerja dimaksud tidak 

dapat dibayarkan. 

Pasal 21 

Khusus untuk Pencatatan atau pengisian daftar hadir Pegawai 

yang jam kerjanya diatur tersendiri oleh Kepala OPD, maka 

pengisian daftar hadir Pegawai diserahkan kepada Kepala OPD 

dimaksud dengan tetap berkoordinasi dengan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 

Dinas Komunikasi, lnfonnasi, Statistik dan Persandian. 

BAB Xll 

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal22 

Kepala OPD / Unit Kerja dan atasan langsung wajib melakukan 

pcn~awasan_ terhadap pemberiaJ1 TPP sctiap bulan kepada 
masmg-masmg pegawainya. 

Pasal 23 

(1) !"f?ni~oring dan eval~asi atas pelaksanaan Peraturan Bu ati 
m1, d1l~ku~an oleh Tim Evaluasi dengan susunan pe Pal. 
sebagai benkut: rson 1a 

a.Ketua 
b. Wakil Ketua I 
c. Wakil Ketua U 

d. Sekretaris I 

e. Sekretaris II 

Sekretaris Daerah 
Asisten Administrasi Umum 
Tnspektur Inspektorat 
Kabupaten Lebong 

Daerah 

Kepa1a Badan Kepegawaian 
Pengembangan Sumb 
M . er 

anus1a. 

Kepala Badan Keuangan D 
aerah. 

dan 
Daya 



I 
I 

I f. Anggota . 

1. Staf Aht·· 
I<em I Bupati Bidang Pemerintahan, 

2. Staf a;~~ra
8
katnn_dan Suml>cr Daya Manusla. 

d 
UpAt1 Bidang Pcmhangunan, Ekonomi, 

an Kcuangan. 
3

· As!sten Pemcrintahan dan Kescjuht.eraan Rakyat. 
4 · Asisten Perekonomian clan Pembangunan. 
5 · KepaJa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

6 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 
7 . l(epala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan 

Persandian. 
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebong. 

9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten 

Lebong. 
lO. l<epala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lebong. 

11. Sekretaris Inspck-torat Daerah I<abupaten Lebong. 

12. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia. 
13. lrban Wilayah I, JI , m, IV lnspektorat Kabupaten 

Lebong. 
14. Kepala Bidang Perbendaharaan BKD Kabupaten 

Lebong. 
15. Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi 

BKPSDM Kabupaten Lebong. 

16. Kepala Bidang Pengembangan Kinerja Aparatur 

BKPSDM Kabupaten Lebong. 

17. Kepala Bidang Anggaran BKD Kabupaten Lebong. 

18. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Lebong. 

19. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran 

Komunikasi Publik Diskominfo-SP Kabupaten 

Lebong. 
20. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian 

Organisasi Setda Kabupaten Lebong. 

21. Kasubbag Kelembagaan dan Anjab Bagian 

Organisasi Kabupaten Lebong. 

22. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana 

Bagian Organisasi Kabupaten Lebong. 

23. Kasubbag Perundang-Undangan pada Bagian 

Hukum Setda Kabupaten Lebong. 

24. Kasubbid Perencanaan Anggaran BKD K b 
Le~~ a~~n 

25. Kasubbid Belanja Tidak Langsung BKD K b 
Lebong. a upaten 

26. Kasubbid Belanja La 
Lebong. ngsung BKD Kabupaten 

27. Kasubbid Pengeluaran BKD K 

28. Kasubbid Perbendaharaan BK~upaten Lebong. 

29. Kasubbid Kas Daerah BKD K b Kabupaten Lebong. 

30. Kasubbid Kinerja BKPSDM a upaten Lebong. 

31. Kasubb~d Disiplin BKPSDM Kabupaten Lebong. 

32. Kasubb1d Diklat BKPSDM K Kabupaten Lebong. 

33. 1 Orang Staf Bagian H ku abupaten Lebong 

34. 2 Orang Staf 8 . u m Setda. · 

Lebong. ag1an Organisasi Setda 
Ka bu paten 



I 
I 
I (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melakukan evaluasi dengan didasarkan indikator evaluasi 
sebagai beriku t : 
a. Tingkat penilaian kinerja Pegawai; 
b. Perilaku Pegawai; 
c. Tingkat kehadiran mentaati ketentuan jam kerja Pegawai; 

dan 
d. Kemampuan keuangan daerah. 

(3) Hasil Laporan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), disampaikan kepada Bupati setiap 6 (enarn) bulan 
dan/atau sewaktu-waktu, sebagai bahan pertirnbangan 
terkait untuk menentukan besaran dasar niJai TPP 
seJanjutnya. 

BAB XIII 
UPAYA ADMINISTRATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 24 

(1) Bagi Pegawai yang tidak puas atas hasil penilaian kinerja 
yang dilakukan oleh atasan langsung dapat mengajukan 
keberatan atas hasil penilaian kinerja. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat penilai 
dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya 
disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong. 

(3) Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong, dapat membentuk 
Tim ad hoc untuk penyelesaian keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati yang bersifat finaJ dan mengikat. 

BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 25 

Pembay.aran TPP bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lebong berdasarkan Peraturan Bupati ini 
terhitung mulai bulan Januari 2021. 

Pasal 26 

(1) Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Leb 
tidak diperbo1ehkan mendapatkan lebih dari 1 (sat ) · o~g 
Tambahan Penghasi1an se)ain penghasilan u Jenis 

menurut peraturan perundang-undangan. 
(2) Dalam keadaan tertentu , menurut keadaan dan/ata k 

k d . • . u arena 
on 1s1 Keuangan daerah, karena situasi dar·u t b -

a1 b ra , encana 
am, encana non a1am, TPP dapat tidak dibayark k 

PNS Kabupaten Lebong, sampai din atak an epada 
tersebut kembali normal. Y an keadaan 



I 
I 

/ 
I BAB XV 

PENUTUP 

Pasal 27 

:::ia saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pcraturan Bupati 
p ong . Nornor 20 Tahun 2020 ten tang Tambahan Penghasilan 
J<egawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

2 
abupaten Lebong (Serita Daerah l<abupaten Lebong Tahun 
020 Nornor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa128 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tan aJ 24 Maret 2021 

-?lll ATI LEBONG,, 

I ANS ORI 
Diundangkan di Tubei 
pada tanggaJ 2021 

H. MUSTARANI 
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